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PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Sgta
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang diajukan oleh:

Pemohon |, tempat dan tanggal lahir Muara Bengkal, 30 Oktober 1987, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Rt. 003, Desa Kernyanyan,
Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur sebagai
Pemohon I;

Pemohon Il, tempat dan tanggal lahir Kernyanyan, 12 Mei 1995, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Di Rt. 003, Desa Kernyanyan,
Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon I
Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tertanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Sangatta dengan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 21 Februari
2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama
Islam pada tanggal 13 Juni 2017 di Benua Baru, Kecamatan Muara
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Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan perkawinan
tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah
tempat Pemohon | dan Pemohon Il menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon Il adalah Kakak Kandung pemohon Il
yang bernama Jubir karena ayah kandung pemohon Il sudah meninggal
sekaligus yang menikahkan Pemohon |l adalah seorang imam yang
bernama Imam Sap;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
masing-masing bernama Rojali dan Haryadi, dengan mas kawin
seperangkat alat solat dibayar tunai ;
4, Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan ;
5. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubunan
nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan perkawinan,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
6. Bawa, selama perkawinan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniari 1 (satu)
orang anak yang bernama:

a. Anakl;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
menggugat perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dan selama itu pula
Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam ;
8. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud mencatatkan
perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi
memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak
Pemohon | dan Pemohon Il dan kepentingan hukum lainya. Oleh karena
itu Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari

Pengadilan Agama Sangatta;
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9. Bahwa, pemohon | dengan pemohon Il adalah orang yang tidak
mampu dan untuk mengajukan permohonan ini para pemohon memohon
dibebaskan dari biaya perkara;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
PRIMAIR:
1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pemohon 1) dan
Pemohon Il (Pemohon Il) yang di langsungkan pada tanggal 13 Juni 2017
di Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur;
3) Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;
SUBSIDAIR:
Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan
penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal
berdasarkan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin
Persidangan dengan Hakim Tunggal,

Bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon | dan Pemohon I
tersebut Hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk
mengumumkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut melalui
papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan Pemohon
Il telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan
membacakan surat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon lI;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti sebagai
berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparli dengan NIK
6408033010870002 tanggal 12 April 2019 bermaterai cukup dan telah
dicap pos,telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai
dengan aslinya (bukti P.1);
2.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicik dengan NIK
6408075203958001 tanggal 20 September 2012 bermaterai cukup dan
telah dicap pos,telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan
sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saparli Nomor
6408030512180006 tertanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup dan telah dicap pos,telah
dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya
(bukti P.3);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Rt. 003, Desa Kernyanyan, Kecamatan

Telen, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi adalah
sepupu Pemohon lI;

- Bahwa sekarang Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 13 Juni 2017 di Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal
Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah dihadapan imam
bernama Sap;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II
yang bernama Jubir namun berwakil kepada pak Sap untuk
menikahkan Pemohon lI;
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- Bahwa ayah kandung Pemohon Il yang bernama Dillah sudah
meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il adalah Rojali dan Haryadi yang sudah dewasa dan beragama Islam;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka sedangkan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat
hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan
sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap
pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon | dan Pemohon I
tidak pernah bercerai;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Itsbat Nikah
untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan
mereka;

2. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt. 003, Desa Kernyanyan,

Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, dan dibawah sumpahnya

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksiadalah
sepupu Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan akad nikah Pemohon | dan Pemohon I
pada tanggal 13 Juni 2017 di Benua Baru;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah dihadapan imam

bernama Sap;
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- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II
dan berwakil kepada pak Sap untuk menikahkan Pemohon II;

- Bahwa ayah kandung Pemohon Il sudah meninggal dunia yang
bernama Dillah;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il adalah saksi Rojali dan Hariyadi yang beragama Islam dan sudah
dewasa;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka sedangkan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat
hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan
sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap
pernikahan Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon | dan Pemohon I
tidak pernah bercerai;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Itsbat Nikah
untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan
mereka;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan kesimpulan yang pada

pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal
yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai
bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Pasal 68 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa
Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus
dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim namun
berdasarkan ~ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin
Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini
dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon | dan
Pemohon Il menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di
ajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il adalah permohonan Itsbat Nikah yang
termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta
penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan
Agama, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang secara absolut untuk
memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il bertempat tinggal di Desa Kernyanyan Kecamatan Telen yang
termasuk dalam wilkakak yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah
memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat
nikah yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il melalui papan
Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 21 Februari 2023 sesuai
dengan petunjuk Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)
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dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap
pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan sebagai
suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat
membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon | dan
Pemohon Il mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan
itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalili permohonan yang
dikemukakan oleh Pemohon | dan Pemohon Il maka Hakim menilai bahwa
permohonan a quo bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula
diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar
hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini
harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di muka,
ternyata alasan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini untuk
mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il adalah permohonan yang mempunyai
alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon dan
Pemohon Il ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon 1l memohon
agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya
sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya
Pemohon | dan Pemohon Il dibebani untuk membuktikan dalil-dali
permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2
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(dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.1, P.2 dan P.3
tersebut,maka Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil akta autentik sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
I dan Pemohon Il bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah
dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan
mengangkat sumpabh, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai
dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon | dan
Pemohon Il telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk
perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut
Majeli Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan
yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta
relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal
308 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi keterangannya
saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi dapat
dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon II, keterangan Pemohon | dan Pemohon Il dan dihubungkan dengan
bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah ditemukan fakta-
fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 13 Juni 2017 di Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal

Kabupaten Kutai Timur;
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2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon Il yang bernama Jubir yang
berwakil kepada Imam bernama Sap;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon Il yang bernama Dillah sudah meninggal
dunia;

4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Rojali
dan Haryadi yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;

5. Bahwa mahar kawin yang diberikan oleh Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa seperangkat alat shalat;

6. Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka sedangkan
Pemohon Il berstatus perawan;

7. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat hubungan
nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat
hubungan sesusuan;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

9. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon I
tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap
pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

10. Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat
oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan
adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum
Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat
oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan
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perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 permohonan Pemohon
| dan Pemohon I, pokok permohonan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Isbat
Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka
akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang
pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka Hakim perlu
mempertimbangkan tentang syarat dan rukun keabsahan nikah, hal ini sesuai
dengan doktrin fikih dalam kitab I’anatut Talibin (Juz 1V, halaman 253-254) yang
diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai
berikut;

.J 9L (MID Léu 9 u\J 9 9
Artinya : “Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan
seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya

pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah
dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah
diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan
yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; ¢) Wali; d) Dua orang saksi; €) ljab gabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta
ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas
Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il agar
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 13
Juni 2017 di Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan
Pemohon | berstatus jejaka sedangkan Pemohon |l berstatus perawan
sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan keduanya tidak terikat

dalam sebuah perkawinan yang lain sehingga keduanya tidak melanggar
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ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
serta telah memenuhi ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi
hukum Islam, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan
sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi
mereka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 39
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah menurut agama Islam yang
dilangsungkan oleh Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 13 Juni 2017 di
Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur dengan mahar
berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai yang mana wali nikah Pemohon Il
adalah kakak kandung Pemohon Il yang bernama Jubir, wali nikah Pemaohon Il
tersebut adalah wali nasab yang memang berhak menjadi wali nikah dari
Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon Il telah
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon I
kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon Il dengan Pemohon |
adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum lIslam yang
diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113

Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut;

Ol Js—= W ol diSeilels.....0 551z qug il o9 Sl
55 0% Ol 929 aud Wy 0 Ol s o Y] awd SSos
BlogVl 0id caraizl 1519 I, lolwse 1> Nale Ll

all...aYg mai oS aliSei o aiwll

Artinya: pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun
pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan
kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad
perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan
seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul,
maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim
mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan
beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah
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adalah Rojali dan Haryadi keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan
sudah dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal
25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat
dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah
dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat
Nikah Pemohon | dan Pemohon Il terbukti tidak tercatat karena perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat
Nikah sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai bukti yang dapat
digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, sedangkan perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa
keadilan dan/atau untuk melindungi hak Pemohon | dan Pemohon Il, Hakim
menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di
pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon | dengan Pemohon Il dan dapat
dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan
perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 Pemohon | dan
Pemohon Il yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon | dan Pemohon
Il yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 di Benua Baru Kecamatan
Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, telah cukup beralasan hukum dan
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1)
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan nikah, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon |
dan Pemohon Il untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilkakaki tempat

kediaman Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seharusnya biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon | dan Pemohon Il namun oleh karena Pemohon | dan
Pemohon Il telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan
Penetapan Nomor W17-A7/374/HK.05/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 maka
biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Sangatta Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pemohon I) dan Pemohon
II (Pemohon Il) yang di langsungkan pada tanggal 13 Juni 2017 di Benua
Baru, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;

3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Sangatta tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum’at tanggal 17 Maret

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1444 Hijriyah, oleh Ismail,

S.H.l.,, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu

oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim,

ttd
Ismail, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,
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ttd
Abdul Rahman Sidik, S.H.
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